
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraruran 
Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara; 

b. bahwa berdasarkan penilaian dari Pihak Apraisial 
Independen. Yang menghsilkan besa.ran harga sewa 
rurnah sesuai standar untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Jepara, maka perlu menentukan kesesuaian 
besaran tersebut dalarn Peraturan Bupati; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 8 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangao dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. 
.Jepara, menyebutkan bahwa dalam hal Pernerintah 
Daerah belum dapat menyectiakan rumab negara bagi 
Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, maka kepada Pimpinan dan/atau Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan 
perumahan; 

Menimbang 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PlMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

TENTANG 

NOMOR 51 TAHUN 2017 

PERATURAN BUPATl JEPARA 

BOPATI JEPARA 
PROVTNSJ JAWA TENGAH 



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua:ngan 

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teruang 
Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Anta.ra. Pemecintah Pusat Dan 
Pemecintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemecintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 1-Iak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

ten tang 
Dal am 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

Undang-Undang 
Pembenrukan 

1. Mengingat 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara. 
2- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara 

Pasal l 

BAB I 
K.ETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA. 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraruran Daera.h Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 
10, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor IO Tahun 2006 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten .Jepara Nomor 10); 

1 L Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
13); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Admi.nistratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, 
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati. Jepara Nomor 37 Tahun 2017 tentang 
Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara [Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 
2017 ten tang Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak 
Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 45); 
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(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
adalah sebagai berikul : 
a. Ketua DPRD sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) per 

bulan: 
c, Anggota DPRD sebesarRp 9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) per bulan. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Perurnahan hanya dapac dibayarkan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyedJakan 
rumah Negara bagi pimpinan dan/acau anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
clalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

(3) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumab negara bagi 
Pimpinan DPRD dan/atau Anggoca DPRD, maka pemberian tunjangan 
perurnahan ini dibentikan terbitung sejak yang bersangkutan menempati 
rumah jabatan dan/ atau rumah dinas. 

Pasal 3 

BAB ill 
BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Besarao tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan : 
a. asas kepatutan; 
b. asas kewajaran; 
c. asas rasionalltas; 
d. stander harga setempat yang berlaku; dan 
e. stander luas bangunan dan lahan rumah Negara. 

Pasal 2 

BAB II 
ASAS 

Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi lreweoangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Kerua DPRD Kabupaten 

Kabupaten Jepara. 
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara. 



Diundangkan di Jepara. 
padatanggal 14 Deaember' 2017 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

PENELITIAN PRQ')UI( HUKUM 
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6AGIAN HUKUM 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriotahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 14 Desember 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupat:i Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpioan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2005 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pcrubahan 
Kelima Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang 1'unjangan 
Perurnahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyac Daerah 
Kabupaten Jepara (Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 66) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

BAB JV 
KETENTUAN PENUTUP 

Anggaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dibebankan pada APBD. 

Pasal 5 

(2) Besaran tunjangan pcrumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak 
rerrnasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. 


